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OIKN Gandeng BUMD Kaltim 

Kerja Sama Multisektor di Ibu Kota Nusantara 

 

 

Sumber gambar :Tribun Kaltim  Senin,29/1/2024 

 

JAKARTA TRIBUN – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerja sama dengan 

sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur dalam kerja sama 

multisektor terkait pembangunan dan pengembangan di Nusantara, Kalimantan Timur. 

“Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang 

berkelanjutan bagi warga dan lingkungan sekitar Nusantara,” ujar Sekretariat OIKN 

Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Jakarta, Sabtu (27/1/2024). 

Jaka mengatakan, kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi 

pembangunan Nusantara yang berkelanjutan. Kerja sama tersebut dituangkan dalam 

kesepakatan kerja sama yang ditandatangani dalam rangkaian acara Nusantara Fair 2024 

di Jakarta. 

Perjanjian ini menunjukkan komitmen Otorita IKN untuk mewujudkan pembangunan 

Nusantara melalui sinergi bersama sektor-sektor vital dalam masyarakat. 

Dilansir dari Antara, BUMD tersebut adalah Kukar Sejahera Dambaan Etam (Perseroda), 

PT Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda) dengan lingkup kerja sama 

mencakup berbagai aspek penting seperti pengadaan listrik, pelayanan air bersih, 

transportasi laut, dan penyediaan bahan bangunan. 

Sesuai prinsip berpemerintahan yang baik, OIKN sangat cermat untuk menyeleksi 

investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara baru Indonesia menjadi kota cerdas. 

OIKN menargetkan sepanjang 2024 investasi masuk di Kota Nusantara sekitar Rp100 

juta, berasal dari investor domestik maupun luar negeri. 
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Investor domestik dengan skala konglomerat di Indonesia telah berkontribusi dengan 

membangun kawasan lahan campuran di ibu kota negara masa depan Indonesia. Selain 

APBD, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah 

dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan 

usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (ant) 

 

Sumber berita: 

1. Tribun Kaltim, OIKN Gandeng BUMD Kaltim, Kerja Sama Multisektor di Ibu Kota 

Nusantara, 29/01/24 

 

Catatan: 

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti 

Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara, pemerintah daerah khusus IKN yang 

selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, 

pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintah Daerah 

Khusus IKN. 

2. Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu 

Kota Negara bahwa pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara 

dilaksanakan berdasarkan prisip: 

a. kesetaraan; 

b. keseimbangan ekologi; 

c. ketahanan; 

d. keberlanjutan pembangunan; 

e. kelayakan hidup; 

f. konektivitas; dan 

g. kota cerdas. 

3. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 tahun 2022 tentang 

Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha serta 

Pembiayaan Kreatif dalam rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota 

Negara dijelaskan bahwa kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka 

pembiayaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya 

disebut KPBU IKN adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam 

penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam rangka pendanaan 

persiapan, pembangunan, dan pemindahan lbu Kota Negara, serta penyelenggaraan 
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Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara dengan mengacu pada spesifikasi 

layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJPK, yang sebagian atau seluruhnya 

menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di 

antara para pihak. 


